
PERTIMBANGAN RENCANA PENUNTUTAN O L E H 
PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT 

DAN ATAU RINGANNYA SANKSI TERHADAP 
P E L A K U TINDAK PIDANA KORUPSI DI 

KEJAKSAAN N E G E R l PALEMBANG 

SKRIPSI 
DiajuluD Sebagai Salafa Satu Syarat Uatuk 

Mencmpoh Ujlan Sarjana Hukum 
Program Studi Ilmn Hukum 

Oleb: 

ANDRIAN PARISTO 
NIM. 502012431 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 

2016 



U N I V E R S I T A S M U H A M M A D I Y A H P A L E M B A N G 
F A K U L T A S H U K U M 

F E R S E T U J U A N PAN PENGESAHAN 

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN RENCANA PENUIVTUTAN O L E H 
PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN B E R A T 

I DAN ATAU RINGANNYA SANKSI TERHADAP P E L A K U 
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN N E G E R l 
PALEMBANG 

' Nama : Andrian Paristo 
Nim : 50 2012 431 
Program Studi : Ilmn Hukum 
Program Kekkususan : Hukum Pidana 

Pembimbing, 

Koesrin Nawawie A«,SH., MH. 

Paiembang, 

F E R S E T U J U A N O L E H T I M PENGUJI: 

Ketua : Nur Husni Emilson, S H , Sp.N., M H { 

Anggota ; 1. Kfaalisak Hayatnddin, SH. M.Hunt. ^ ( 

2. Mulyadi TanziU, SBL. M H 

D I S A H K A N O L E H 
F A K U L T A S 

U N I V E EMBANG 

IJ. S l a « U A j M A T I , SH, M.Hum 
NBM>N1^791348/0006046009 



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI 

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Paiembang Strata I Bagi : 

NAMA : ANDRIAN PARISTO 
NIM : 502012431 
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM 
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA 

JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN RENCANA 

PENUNTUTAN O L E H PENUNTUT 

UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT 

DAN ATAU RINGANNYA SUATU SANKSI 

TERHADAP P E L A K U TINDAK PIDANA 

KORUPSI DI KEJAKSAAN N E G E R l 

PALEMBANG 

Dengan diterimaiiya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian koprehcnsil', penulis 
berhak rneniakai gelur: 

SARJANA HUKUM 

Dosen Pembimbing 

/ 

Koesrin Na^yartle A., SIL, MH 

Diketahui 
Wakil Dekan 

Nur Husni Emilson SH., SpN., MJIum 



i 'ERNYATAAN ORISIONAUTAS SKRIPSI 

Yang bcrlanda langun dibawah ini ; 

Nama 

Tempal Tanggal bahir 

Nim 

Program Studi 

Program Kckhususan 

Andrian Paristo 

Penandingan H Oktober 1992 

502012431 

Ilmu Hukum 

llukum Pidana 

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang bcrjiidi,]! : 

PJ'.R'riMltANGAN RENCANA PENUN Cli'l'AN CS.rJ! PENUNTUT 
UMUM D A L A M MENENTUKAN HERAT DAN ATAU RINGANNYA 
SANKSI l E R l I A D A P PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI D I 
KEJAKSAAN NEGICHI PALEMHANC. 

Adalah hukan merupakan karya tulis orang lain, baik .sebagian mauinm 

keseluruhan, kecuali daiam bentuk kutipan yang kami sebutkan sunibemya. 

Demikian sural peinyalaaii ini kami buat derjgari sebciuu-benarnya dan apabiU: 

pcniyalaan in! lidak benar, kami bersedia mendapalkaa sanksi akademis. 

Paiembang, September 2016 

Yang menyatakan 
in^[R'./\]ii iNjifi 

FAFFoaeo 

100 
T^i"""""'"'" 

Vndrian Paristo 



MOTTO: 

"Bertman, BeriBnu dan BeramaC Xama SeBai^-Baiknya 
Manusia Xda(afi Vang Bermanfaat Bagi Orang Cain, Menfadi 
Orang yang TfeBat Memang Baik JAkan Tetapi LeBih TCeBai 
Lagi Menfadi Orang yang Baik", 

XupersemBakkan skripsi ini Buat: 

<• Xedua orang tuaku Bapak 
Jarsono dm tBu Suffia 

*> Sidik-adikku Xrini TCayati dan 
.Agasta JAntoni 

^ Xepada kekasihku tercmta 
• Bara saBaBat diCingkungan 

kampus angkatan 2012 maupun 
tBBiar Gngkungan kampus 

*> JlBnamaterku 

lU 



ABSTRAK 

PERTIMBANGAN RENCANA PENUNTUTAN O L E H PENUNTUT 
UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT DAN ATAU RINGANNYA 

SANKSI TERHADAP P E L A K U TINDAK PIDANA KORUPSI DI 
KEJAKSAAN N E G E R l PALEMBANG 

Andrian Paristo 

Daiam menentukan berat dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi yang sebenar-benamya. sebagai upaya mencegah dan 
memberantas tindak pidana korupsi sangatlah diperlukan pengawasan dari badan-
badan hukum seperti kejaksaan, karena kejahatan tindak pidana korupsi pada 
umumnya lidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan 
dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir 
secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Skripsi ini mengemukakan pcrmasalahan 
bagaimana pertimbangan rencana penuntutan oleh penuntut umum daiam 
menentukan beral dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi di kejaksaan negeri paiembang dan bagaimanakah tanggung jawab 
penuntut umum daiam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi di kejaksaan negeri paiembang. 

Mctode yang dipakai daiam penulisan skripsi ini akan didahuliii dengan 
suatu penelitian awal, maka dengan itu penulis mengadakan pcngumpulan data 
yang menunjang masalah yang diteliti. Jenis penelitian hukum yang digunakan 
dalani skripsi ini adalah jenis normalif yang didukung dengan data yaiig dipcroleh 
dilapangan ha! ini dikarenakan penelitian ini mnggunakan sumhcr data sckuiidcr 
yang didapatkan dari hasil wawancara dan media penmlara scpcrti koran, media 
internet, dan media elcktronik. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipaliami: 

1. Perlimbangan rencana penunlutan oleh Penuntut Umum daiam 
menentukan berat dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi di Kejaksaan Negeri Paiembang adalah : 
- mcmberikan tuntutannya berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas 
perkara yang telah diteliti serta fakta-fakta yang dipcroleh di persidangan 
dan telah mcmenuhi unsur dari pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undangt. 
No : 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. 
- didasarkan pada pertimbangan secara obyektif maupun subyektif yaitu 
berdasarkan ketenluan hukum (undang-undang) dan pada perasaan hall 
nurani seorang jaksa demi suatu keadilan. 
- terdakwa bersifal kooperalif. tidak bertele-lele daiam meraberikan 
keterangan. 
- pendapal dan masukan dari alasarmya. 
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2. Tanggung jawab Penuntut Umum daiam matcri pembuktian tuntutan 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paiembang 
adalah : sebatas dan berdasarkan pada pembuktian scrta fakta-fakta yang 
ditemukari di pei'sidani^an baik didasarkan atas pertimbangan secara 
obyckti maupun subyektif. 

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penuntut Umum, pertimbangan Penuntut 
Umum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa sualu 

ncgara itu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakalnya, dengan adanya 

kemajuan tersebut pulalah prilaku manusia daiam hidup bermasyarakat dan 

bemcgara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. 

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pastilah ada prilaku yang dapat 

dikelompokkan sesuai dengan norma dan prilaku yang bertentangan dengan 

norma atau biasanya disebut dengan penyclewcngan terhadap norma, biasanya 

akan memgikan masyarakat bahkan seringkali mcnimbulkan masalah dibidang 

liukiim khususnya hukum pidana. 

Dengan kaia lain sualu negara lelah mencapai kesejahteraan dan 

kemakmuran tidak iupul dari adanya kejahatan dan kciahatan terscbui akan 

ineniiigkat puly. bii icrbiikii bahwa kejahatan itu hanya dapat diccgah serta 

dikurangi saja, tetapi sangat sulit diberantas. 

Semakin luasnya jaringan ams komunikasi baik secara nasional maupun 

inlcrnasional, hal ini mempunyai pengaruh terhadap arus perubahan yang begitu 

cepat pada masyarakat, salah satunya arus perubahan yang bcgitu ccpat pada 

masyarakat dapat dilihat dari adanya pengaruh arus globalisasi. yaitu perubahan 

sosiai yang berlangsiing daiam masyarakat diiringi dengan semakin herkembang 

daii kompleksnya masalah-masalah sosiai yaitu sualu kondisi yang dilandai 

1 



2 

adanya prilaku yang mcnyimpang dan dilakukan oleh sebagian anggota 

masyarakat diantaranya adalah tindak pidana korupsi. 

Tindak pidana korupsi lengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, 

karena disamping lidak membedakan tingkat pendidikan maupun status sosiai 

seseorang, hal ini juga akan mengancam bangunan negara yang dicita-citakan, 

yaitu masyarakat yang adil dan makmur. 

Prilaku yang tidak sesuai dengan atau dapat disebut sebagai penyimpangan 

terhadap norma yang telah disepakati temyata menyebabkan terganggunya 

ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyimpangan yang demekian, 

biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai 

suatu kejahatan. Kejahatan daiam hidup manusia merupakan gejala sosiai yang 

akan selalu dihadapi oleh setiap manusia. masyarakat dan bahkan negara. 

Kenyataan telah mcmbuktikan, bahwa kejaliatan hanya dapat dicegah dan 

dilmrangi tetapi sulit diberantas sccara tuntas. 

Adanya hukum hcrtalian dengan adanya manusia, tiada manusia tiada 

hukum. Manusia lunggal iaiah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai 

lertcntu ia melakukan lindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang 

berharga bagi kchidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada 

Jasamya adalali ticbus merdeka. 

Namun demikian karena manusia senanliasa hidup bersama-sama dengan 

manusia-manusia lain, maka senanliasa ia mendapati dirinya daiam masyarakat. 

Ini berakibal. bahwa manusia pribadi harus mcngindahkaii lata lertlb yang ada 
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daiam masyarakat itu. yang menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman 

masyarakat. 

Pada dasamya manusia itu bebas merdeka, tetapi daiam kehidupan 

bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pcmbatasan-pembatasan atas hak-hak 

dan kebebasannya itu, bahkan daiam suatu hal terlentu mungkin sekali kalau 

kebebasan itu sangat banyak dialasi guna kepentingan masyarakat. Jadi silih 

bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaanlah yang menentukan. Ada 

kalanya kepentingan masyarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan 

individu yang diutamakan. 

Daiam menentukan berat dan alau ringannya suatu sanksi terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi yang sebenar-benamya dan sebagai upaya mencegah dan 

memberantastindak pidana korupsi sangatlah diperlukan pengawasan dari batlan-

badan hukum seperti kejaksaan, karena kejahatan tindak pidana korupsi pada 

uiiiLiimiya lidak dilakukan ok-li peairangaii secara berdiri sendiri, melainkan 

dilakukan sccara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir 

sccara mantap. rapi dan sangat rahasia. 

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang Da.sar 1945 bertujuan mewujudkan lata kehidupan bangsa yang 

sejahlera, ketertiban dan kepaslian hukum yang mampu mcinbcri pcngayoman 

kepada masyarakat. dapat mendorong krealivitas dan peran aktif masyarakai 

daiam pemhangunan. 
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"Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewenangan yang 

sistematis dan terintegrasi niiilai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan oleh 

pcngadilan dan pemasyarakatan."' 

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya 

aparat hukum pidana. mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, 

penahanan. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata 

Iain bekerjanya poiisi, jaksa, hakim dan pelugas lembaga pemasyarakatan hukum 

acara pidana. 

Daiam menentukan putusan pemidanaan terhadap terdakwa tentunya akan 

dilihat berdasarkan pada fakla dan bukti yang terungkap daiam persidangan. oleh 

karena itu terhadap berat dan atau ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim 

tergantung pada sejauh mana pihak Penuntut Umum mampu membuklikan 

terdakwa patut dihukum berat atau tidak, sebaliknya pihak terdakwa tentu akan 

iiieiakiikan pemhclaaii diri dengan penibuktian-pembuktian yang pada giiiraiirwa 

akan menjadi peniinbangrui hakim daiam inenjaluhkan peniidanaan terliadap 

dirinya. 

Sehubungan dengan hal demikian, dilaksanakaimya penyelenggaraan 

peradilan pidana ini di berbagai negara sudah barang pasti mempunyai suatu 

lujuan lertentu, sebagai upaya pcncegahan kejaJiatan {prevention of crime). Untuk 

mencapai lujuan yang demikian ini masing-masing pelugas hukum diatas, 

meskipun lugasnya bcrbeda-beda, tetapi harus bekerja daiam satu kesatuan sistem, 

arlinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan 

'Socstlo Yuwono, I'enyelexaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Alumni, Bandung, 
1982, him.5 
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secara fungsional, Sebagaimana telah dikctaliui bahwa penyelenggaraan peradilan 

pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan yang terangkai dan 

terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. 

Berdasarkan hal diatas konsepsi negara hukum beserta sendi-sendinya 

membawa kosekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan suatu bentuk 

kekuatan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk militer, sebagai suatu 

sub sistem dari masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang utuh melalui 

aturan-aturan hukum ilu sendiri. Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana 

maka orang tersebut harus dihukum sesuai ketenluan pidana yang telah 

ditetapkan. Oleh karenanya, daiam masalah ini penulis melakukan kajian 

mengenai pertimbangan berat dan atau ringannya suaui sanksi terhadap 

pelakutindak pidana korupsi, yang selanjulnya dituangkan daiam skripsi ini yang 

bcrjiidul PFJITIMBANGAN RENCANA PENUNIUTAN OLEH 

PENUNTi l i VMVM DALAM MENENTUKAN BEKAT DAN ATAU 

RINGANNYA SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PAEEMBANG. 

B. Rumusan masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka limbul beberapa pcrmasalahan yang 

akan penulis bahas daiam skripsi ini, antara lain : 

I . Bagaimanakah pertimbangan rencana penuntutan oleh Penunlul Umum 

daiam menentukan berat dan atau ringannya sualu sanksi terhadap pelaku 

tindak ptdana korupsi di Kejaksaan Negeri Paiembang'' 
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2. Bagaimanakah (anggung jawab Penuntut Umum daiam materi pembuktian 

tuntutan terliadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negcri 

Paiembang? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

a. Ruang Lingkup 

Pembatasan ruang lingkup daiam penulisan skripsi ini adalah mengenai 

pertimbangan rencana penuntutan berat dan atau ringannya tuntutan Penuntut 

Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan yang menjadi tanggung jawab 

Penuntut Umum daiam materi pembuktian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi. 

b. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mcngetahui : 

1. Pertimbangan rencana penuntutan oleli Penuntut Umum daiam menentukan 

berat dan alau ringannya suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di 

Kejaksaan Ncgeri Paiembang 

2. Tanggung jawab Penuntut Umum daiam materi pembuktian lunlutan terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Ncgeri Paiembang. 

Hasil pcnciitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan lainbahan informasi 

hagi ilmu pengctahuan. khususnya daiam bidang hukum pidana sckaligus 

merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian 

kepada almamatcr. 
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D. Kcrangka Konseptual 

Daiam mcncntukan putusan pemidanaan terhadap terdakwa tentunya akan 

dilihat berdasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap daiam persidangan, olch 

karena itu terhadap berat dan atau ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim 

tergantung pada sejauh mana pihak Penuntut Umum mampu mcmbuktikan 

terdakwa patut dihukum berat atau tidak, sebaliknya pihak terdakwa tentu akan 

melakukan pcmbelaan diri dengan pembuktian-pembuktian yang pada gilirannya 

akan menjadi pertimbangan hakim daiam menjatuhkan pemidanaan terhadap 

dirinya, dan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili (pasal I butir 8 KUHAP). 

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 

karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan 

tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 K'ntang perubahan 

atas Undang-Undang nomor 31 taliun 1990 tentang Tini-iak Pidana Korupsi ; 

lindak I'idana Korupsi iaiali memgikan keuangaii ncgara. snap inen>uap, 

penggclapan dalani jabatan, pemerasan, perbuatan curang. bcnluran kepentingan 

daiam pengadaan. dan gratifikast. 

Daiam pasal 1 butir 6 KUHAP Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi 

wewenang olch undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

penetapan hakim. 
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E . Melode Pcnelilian 

1. Jenis Pcnciitian 

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu pcnelitian awal, maka 

dengan itu penulis mengadakan pengumpulkan data yang menunjang masalah 

yang diteliti. Jenis pcnelitian hukum yang digunakan daiam skripsi ini adalah jenis 

pcnelitian normatif yang didukung dengan data yang dipcroleh di lapangan Hal ini 

dikarenakan pcnciitian ini mcnggunokan sumhcr data sekunder yang didapatkan 

dari hasil wawancara dan media perantara seperti koran, media internet dan media 

electronik. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan daiam penelitian ini sesuai dengan 

pemiasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke daiam dua jenis data:̂  

a. Data Primer 

Data primer adalah data \arij; dikumpnilkan atau dipcrulcli pciielili seeara 

langsung di janangan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi. 

Data primei ini disebut juga fakta-fakta yang ada di lapangan. Unluk penelitian ini 

data primer berupa data hasil dari wawancara. 

b. Data Sekunder 

Daui yang dipcroleh peneiiti secara lidak langsung melalui media perantara, 

seperti bukii. Data sekunder pada umumnya hcrupa bukti, Catalan, atau laporan 

hisluris yang telah tersusun dalani arslp, baik yang dipuhlikasikan dan yang tidak 

dipuhlikasikan 

'Moloong, l.exy J , MfioJolo^i i'eneliiian KuiiliialiJ, PT Rcmaja Kosdakarya, Bandung, 
2002, him. 157. 

file:///arij
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3. Tcknik Pcngumpulan Data-

Dalam penulisan skripsi ini lehnik pcngumpulan data dilakukan dengan dua 

cara yakni : 

a. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilakukan 

hanya berdasarkan atas karya tertulis seperti jumal. skripsi, tenna.suk hasil 

penelitian baik yang telah maupun yang belum dipuhlikasikan dan atau 

peraturan pemndang-undangan yang relevan dengan pemiasalahan yang 

dibahas. 

b. Penelitian lapangan {field research) adalah peneliliansecara langsung 

mengadakan pengamafan untuk mcmperoleh informasi yang diperlukan daiam 

penyusunan laporan tugas akhir yaitu dengan wawancara ; 

1. Wawancara 

Wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-

pihak yang Icrkait langsung dengan masalah yang Jihaiias yaitu Pihak 

Penuntu! I Imum, 

2. Analisis Data 

Unluk mengolali data primer dan data skundcr seperti yang telah 

dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang Icrpadu 

dan sislemalus diperlukan suatu tehnik analisis yang dikeiial dengan analisis 

Yuridis Deskriplif yailu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan 

keadaan yang nyata mengenai penanganan lindak pidana korupsi. 

Kcmudian berdasarkan hasil wawancara. dokiimentasi dan studi 

kepustakaan yang dipcroleh, maka data tersebut kcmudian diolah dan 
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dianalisis sehingga mcnghasilkan gambaran rincian yang bcrsifat 

deskriplif. Hal ini dimaksudkan untuk mcmperoleh pcmbahasan dan 

kesimpulan yang relevan, tcpat scrta sesuai dengan pcrmasalahan yang 

diteliti. 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun penelitian skripsi terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut: 

BAB I : PRNDAHULUAN 

Bcrisi tentang latar bclakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan 

tujuan, kcrangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan 

sistematika penulisan. 

BAB I I : TINJAUAN PI fSTAKA 

Bcrisi tentang landasan teori yang erat kaitannya dengan objck 

pcnciitian. 

BAB 111 : PEMBAHASAN 

Bcrisi tentang hasil penelitian lapangan yaltn mengenai pcrtimbaagan 

rciicana penunlutan olch Penuntut Umum dalain nieueiiLukan beral dan 

atau ringannya suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di 

kejaksaan negcri Paiembang, dan tanggung jawab Penuntut Umum 

daiam matcri pcmbuklian lunlutan terhadap pelaku lindak pidana 

korupsi di kejaksaan ncgeri Paiembang. 
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BAB IV : PENUTUP 

Pada bab Icrakhir ini merupakan kesimpulan yang dipcroleh dari 

seluruh penelitian dan juga saran-saran yang dirckomendasikan olch 

peneiiti. 



I • 

I 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengcrtian Tindak Pidana 

Istilah lindak pidana korupsi berasal dari istilah yang dikcnal daiam 

hukum pidana Belanda yaitu straafhaar feit. Walaupun istilah ini terdapat daiam 

WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak 

ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan straajbaar feit iiu. 

"Istilah-istilah yang pemah digunakan, baik daiam pemndang-
undangan yang ada maupun daiam berbagai literatur hukum sebagai 
tcrjcmahan dari istilah slraajbaar feil adalah sebagai berikut : tindak 
pidana, peristiwa pidana, dclik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, SrlaaJJyaar 
feil, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baor dan feit Itu, temyata straf 
ditcrjeniahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemalikan 
dengan dapat dan boleh. Semenlara itu untuk kata feit diterjemalikan 
dengan tindak, peri.sliwa, pelanggaran dan perbuatan""'. 

Untuk istilah "tindak" memang telah Iaz,ini diguiiakan dahun pcraturan 

perundang-undangan kila walaupun masih dapat diperdehatkan juga 

kepatulannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalani arti posilif 

{bandelen) scniata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif alau negatif 

(natalen). Padahal pengcrtian scbenamya daiam istilah feil itu adalah termasuk 

baik pcrbualan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan akttf arlinya suatu bentuk 

perbuatan yang unluk mewiijudkannya diperlukan /disyaralkan adanya suatu 

gerakan atau gcrakan-gerakan dari tubuh atau bagian tubuh mimusia, misalnya 

mengambil (362 KUHP) atau memsak (pa.sal 406 KUIIP). Semenlara ilu. 

' Mulyati I'awennei, Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana. Mitra Wacana Media. 2015, 
him. 05 

12 
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perbuatan pasif adalali suatu bentuk lidak melakukan suatu pcrbualan fisik apa 

pun yang olcli karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban 

hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (pasal 531 KUHP) atau perbuatan 

membiarkan (pasal 304 KUHP). 

Untuk mcmberikan gambaran secara jelas tentang pengcrtian tindak 

pidana atau dclik, berikut ini penults kemukakan pandangan para ahli hukum 

seperti : 

"POMPF berpendapat dan mengatakan bahwa tindak piadan iaIah 
perbuatan yang daiam suatu ketenluan imdang-undang dirumuskan dapat 
di pidana.Van Hattum berpendapat tindak pidana ialah suatu peristiwa 
yang menyebabkan seseorang dapat di pidana. Daiam rumusan Van 
Hattum ini yang dikemukakan bukan perbuatan, tetapi orangnya"''. 

Penganul monisme tidak secara tcgas memisahkan anlara unsur tindak 

pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Syarat di pidanannya itu 

juga temiasuk di daiam unsur lindak pidana. "Menurut Mocljatno unsur unsur 

tindak pidana teidiii dari ; 

a. Kelakuan dan akibat. 

b. 1 la! ikiiwal alau keadaan tcrtenlii yang menycrtat perbuatan"'. 

Unluk mcmidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan 

dakwaan melakukan lindak pidana tertentu. maka disyaratkan (mullak). harus 

terpenuhinya semua unsur yang terdapat daiam tindak pidana tersebut. Jika yang 

didakwa ilu adalah lindak pidana yang daiam rumusannya terdapat unsur 

kesalahan dan alau melawan hukum yang bersifal subjektif. Daiam hal pelaku 

harus leibiikli, akan tetapi jika dalani runiusan tindak pidana yang didakwakan 

* Rasyid Ariman. t'ahmi Ragib, Hukum Pidana. Malang, Sclara I'rt'ss. 2016, him 05. 
Mulyali I'awciinci. Rahmanuddin t omalili. Hukum Pidana. Mitra Wacana Media. 2015, 

him 12. 
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tidak tercantum unsur mengenai diri orangnya (kesalahan). unsur itu tidak perlu 

dibuklikan. Daiam hal ini tidak bcrarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat 

unsur kesalahan, mcngingat dianutnya azas "tidak ada pidana tanpa kesalahan" 

(green strafzander schuld). 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembcrantasan Tindak 

Pidana Korupsi, Pasal 2 menentukan : 

1. Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian ncgara, di pidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

riipiali) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

2. Daiam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) 

dilakukan daiam keadaan tcrtcnlu. pidana mall dapat dijatalikaii. 

Penjelasan Pasal 2 [Jndang-Undang No, 31 Taliun 1999 di atas dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan "sccara melawan hukum" daiam pasal ini 

mencakup perbuatan melawan hukum daiam arti formal maupun daiam arti 

material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur daiam peraturan 

perundang-undangan. Namun apabila perbuatan lerscbul dianggap lercela karena 

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosiai daiam 

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Datam ketentuan ini. kata 

"dapat" sebelum dlrasakan merugikan keuangan atau perekonomian negara. 

menunjukkan baliwu lindak Pidana Korupsi merupakan dclik formal, yaitu 
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adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur pcrbualan 

yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 

Keadaan tertentu daiam keadaan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi 

apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu ncgara daiam keadaan 

bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana 

alam nasional, sebagai pengulangan Tindak Pidana Korupsi atau pada waktu 

negara daiam keadaan krisis ekonomi dan moneter. 

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Perkembangan tindak pidrma korupsi kini berkembang sangat cepat 

scmiila konipsi digolongkan daiam kejahatan biasa (ordinary crime), nanium kini 

sudah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime). Korupsi 

bcrdampak terliadap lalanan kehidupan bangsa dan bahkan korupsi merupakan 

pcrampasan hak ekonomi dan sosiai masyarakat Indonesia, Korupsi di Indonesia 

kini lelah hcrsirat sislcmik dan cndcmik. bukan saja merugikan keuangan ncgara 

tetapi juga tclali mengancam perekonomian haiigsa. 

Kautilya, seorang fllsuf dan pemikir besar dari India pcrnah 

ditanyatentang bcrapa banyak uang rakyat yang dijarah olch pamong praja. 

Kuatilya menjawab, muslahil bisa menghitungnya. "mereka, kata kautliya scpcrti 

ikan yang menyeiam di lautan. tidak ketahuan apakah sedang minum air atau 

tidak Apa yang dikatakan olch kautilya tiga ratus tahun sebelum masehi itu. 

''Rusliin Rcngg(»ng.//«Aii/n Pidana Khusus Memahami Delik - Oelik di luar KUHP Jakarta, 
PT. Kharisma PulralHama. 2016 him. 58. 
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seolah bertahan hingga kini. Daiam lingkungan yang korup sulil memilah mana 

yang dianggap korupsi, mana yang tidak , lak mudah untuk menilai mana tanda 

terimah kasih mana yang uang sogok. 

"Istilah korupsi berasal dari satu kata daiam bahasa iatinnya yakni 
corruplio atau corruptus yang disalin ke berbagai bahasa, misalnya disalin 
daiam Inggris menjadi corruption atau corru/jrdalam bahasa Prancis 
menjadi corruption dan daiam bahasa Belanda disalin menjadi istilah 
corutie (korruptie). Scpertinya dari bahasa Belanda itulah lahir kata 
korupsi daiam bahasa Indonesia. Coruptie yang juga disalin menjadi 
corruptien daiam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, 
penyuapan. Secara harfiah istilah terscbut berarti segala macam perbuatan 
yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, 
keburukan, kebejatan, ketidakjujuran. dapat disuap, tidak bermoral, 
penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau 
memfitnah."' 

Korupsi dapat didefinisikan sebagai perilaku yang mcnyimpang dari 

aturan etis formal yang menyangkul tindakan seseorang daiam posisi otorilas 

publik yang disebabkan oleh adanya motif pertimbangan pribadi, seperti 

kekayaan, kekuasaan dan status. Korupsi bukan hanya dimengcrti sebagai suatu 

bentuk penyaiahgunaan kekuasaan dan kepereayaan dengan tujuan kcuntungan 

pribadi. Namun. korupsi juga dapat dimengcrti sebagai .sebuah perilaku lidak 

memaluhi prinsip "mempertahankan jarak". Aitinya, daiam pengaiiibilan 

kebijakan di bidang ekonomi. apakah itu dilakukan olch perorangan disektor 

swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau kcluiuga tidak memainkan 

peranan. Sekali prinsip "mempertahankan jarak" dilanggar dan keputusan dibuat 

berdasarkan hubungan pribadi atau keluurga maka korupsi akan limbul. 

Conlohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. 

^Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta, Rajawali, 2016 Itlm. 10. 
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C . Pertimbangan Penuntut Umum Daiam Menentukan Berat Dan Atau 

Ringannya Suatu Sanksi Tindak Pidana Korupsi 

Seperti yang diketahui bahwa dalain suatu tindak pidana terdapat 

hubungan antara pelaku dan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Korban memiliki peran yang dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana, 

daiam kaitannya seperti ini, Jaksa Penuntut Umum harus cermat dan teliti daiam 

melihat hubungan anlara pelaku dan korban itu sendiri, sehingga daiam 

melakukan penuntutan, jaksa dapat mengungkap kebenaran materil sehingga 

terciptanya kebenaran dan keadilan yang diinginkan masyarakat. 

Adapun hal-hal yang diatur daiam bidang penuntutan adalah cara-cara 

yang harus ditempuh daiam menegakkan ketertiban umum di masayarakat, 

sekaligus bertujuan melindungi hak-hak azasi tiap individu baik yang menjadi 

korban maupun pelaku. Untuk mengungkap materi bidang penuntutan tidak akan 

lengkap dan sempurna apaliiia lidak mcmperoleh pada keglaian sebelum suatu 

perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu unluk 

dikaiikan dengan masalah penyidikan atau penyidikan tambalian. 

"Menurut Simons dasar pertimbangan jaksa daiam melakukan upaya 
penuntutan, bahwa pada umumnya pertimbangan jaksa penuntut umum 
meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif- Dasar 
pertimbangan secara obyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada 
undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah 
pertimbangan yang berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang 
jaksa unluk melakukan penunlutan demi mencerminkan keadilan, Daiam 
melakukan penuntutan, penuntut umum harus mcmberikan perlimbangan 
daiam menentukan berat dan alau ringannya tuntutan yang diajukan 
kepada terdakwa mengingat daiam pratiknya sering dijumpai korban lurul 
menjadi pemicu terjadinya suatu tindak pidana. Victimilogi daiam hal ini 
mcmberikan gambaran mengenai penycbab terjadinya korban alau 
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fimbulnya korban, Tipilogi korban, dan akibat - akibat pcnimbulan daiam 
terjadinya suatu tindak pidana"". 

Daiam meiiibiiat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa jika dilihat 

dari peran "potensi/kedudukan" korban, maka seorang jaksa harus berhati-hati 

karena seorang jaksa harus bisa menilai dengan benar bahwa korban maupun 

pelaku memiliki hubungan yang fungsional daiam teijadinya suatu kejahatan atau 

bisa dikatakan korban pada saat itu memiliki faktor pendukung atau dengan sikap 

dan perbuatan korban dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana. 

D. Wewenang Penuntut Umum daiam suatu perkara tindak pidana korupsi 

Kewenangan kejaksaan sebagai Penuntut Umum tindak pidana korupsi. 

Kedudukan kejaksaan daiam peradilan pidana di Indonesia niengalami pcrgeseran 

sejalan dengan tugas dan kewenangan yang dimillkinya. Daiam kaitannya dengan 

peradilan pidana, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur daiam hukum acara 

pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Icntang 1 lukum Acara PiJana 

(KUHAP), semenlara daiam kaitannya dengan kelembagaan sendiri diatur daiam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. 

Untuk nietrialiami kedudukan kejaksaan daiam peradilan pidana tidak 

lepas dari pemaliaman terhadap undang-undang yang mcngatumya tersebut. 

Ketenluan pa.sal 2 ayat ( I ) Undang-Undang Nomor lt> laliun 2004 tentang 

kcjak.saan Republik Indonesia mcnycbutkan sebagai berikut : 

" Mulyali Pawennci. Hukum Piihinu. Milra Wacana Media. 201.5. him. 32 
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"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjulnya daiam undang-undang 

ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 

negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan : 

"Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 

pengadilan yang telah mcmperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang" 

Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan : 

"Penuntutan adalah tindak pidana Penuntut Umum untuk melimpahkan 

perkara ke pcngadilan ncgeri yang berwcnang daiam hal menunit cara yang diatur 

daiam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya dipcciksa dan dipuius oicli 

hakim disidar.g pcngadilan". 

Pelaksanaan kckiia.saan ncgara dibidang peniintiilan di.setenggarakan olch 

Kejaksaan Agung., Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan cabaiig Kejaksaan 

Negeri. Dengan demikian. kedudukan kejaksaan daiam peradilan pidana bersifal 

menentukan karena merupakan jembatan yang menghuhungkan tahap penyidikan 

dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan pcraturan yang 

berlaku di Indonesia, setiap orang barn bisa diadili Jika ada tuntutan pidana dari 

penunlul unium. 
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Daiam melakukan pcnuntulan, jaksa bertindak untuk dan atas nama 

negara, sehingga jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, 

ncgara dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat. 

Hampir setiap yurisdiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama daiam 

penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting 

daiam proses pembuatan keputusan pengadilan, bahkan di negara - negara yang 

memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan sendiri, Jaksa 

tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki 

kekuasaan yang luas. 

E . Mekanisme Penuntut Umum daiam menangani tindak pidana korupsi 

Di daiam perkara tindak pidana umum di Jaksa selain sebagai penuntut 

umum. juga bisa menjadi penyidik, akan Iclapi di daiam tindak pidana khusus, 

.seperti daiam perkara tindak pidana korupsi: jaksa bcrpcran sebagai penyidik dan 

penuiitul LHiuim. yang diatur di d:iiam pa.sal I biilir 6 dan p:isall4. 15 KLdM'. 

Sebagai penyidik daiam tindak pidana korup.si maka kejak.saan berwenang unluk 

mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelali penyelidikan dirasa olch 

penyelidik sudah selesai (poiisi). maka berkas perkaranya dlserahkan kepada 

kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum 

.setelah menerinia berkas perkara segera memeriksa berkas terscbut, apabila 

berkase perkara dianggap kurang oleh jaksa (penuntut umum) maka daiam waktu 

tujuh hari atau sebclumnya. jaksa (penuntut umum) harus sudah mengembaiikan 

berkas pada penyidik di.scrtai dengan petunjiik untuk kelengkapaii berkas terscbut. 

Apabila daiam waktu tujuh hari setelah mencrlma berkas perkara dari penyidik 
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jaksa (pcnuntiil umum) tidak mengembaiikan borkas, maka berkas terscbut sudah 

dinyatakan lengkap. Sebaliknya Jika berkas perkara tersebut belum atau tidak 

lengkap, maka berdasarkan pctunjuk, pnyidik (kepolisian) harus mencliti ulang 

guna melengkapi kelengkapan berkas tersebut selambat-lambatnya daiam waktu 

empat belas hari dan dikirim lag! kepada jaksa (penuntut umum). 

Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap 

maka penyidik (poiisi) selanjutnya menycrahkan tanggung jawab atas barang 

bukti dan tersangkanya. Penuntut umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan 

dari penyidik apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka ia 

daiam waktu seccpatnya memhuat surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana. 

Setelah surat dakwaan telah dibuat maka penuntut umum akan melanjutkannya ke 

pengadilan. 





BAB i n -

PEMBAHASAN 

A. Pertimbangan Rencana Penuntutan oleh Penuntut Umum Daiam 

Mcncntukan Berat dan atau Ringannya Sanksi terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Paiembang 

Seorang Penuntut Umum sebagai penegak hukum di daiam menjalankan 

profesinya, berkaitan dengan tugas yang diembannya selaku orang yang 

melaksanakan penuntutan perkara di daiam pengadilan. Tugas seorang penuntut 

umum diatur di daiam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia. 

"Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk 

Icbih berperan dalain menegakkan supremasi hukum, pcrlindungan kepentingan 

uinuni, penegak liak azasi niaiiiLsia, serta peinberaiilas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepoti.smc (KICN)"". Daiam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan 

hams melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas 

dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka Penuntut Umum merupakan pejabat 

yang melaksanakan kekuasaan negeara dibidang penuntutan serta kewenangan 

lain yang diatur di daiam undang-undang yang bertiigas dan berwenang 

memberikan tuntutan. Melakukan pemeriksaan dipersidangan. sebagai pelaksana 

penetapan dan putusan pengadilan. 

''littps://www.niinsam.blo[ispol.co.id 
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Demikian juga halnya, pada pelaksanaan lugas penuntut umum di 

Kejaksaan Ncgeri Paiembang, yang khususnya daiam penanganan perkara tindak 

pidana korupsi yang akhir-akhir ini melanda birokrasi Indonesia yang relatife 

secara umum semakin bertambah dari tahun ke tahun. 

Terhadap perkara tindak pidana korupsi daiam pemeriksaannya di muka 

persidangan pengadilan maka majelis penuntut umum dan hakim tetap melakukan 

pemeriksaan sejalan dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan oleh 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No 8 

Tahun 1981, demikianlah juga halnya dengan pcrmasalahan yang dibahas daiam 

skripsi ini yailu, pertimbangan rencana penuntutan oleh penuntut umum daiam 

menentukan bcral dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku lindak pidana 

korupsi di Kejaksaan Negeri Paiembang. 

Peran kejaksaan daiam bidang pidana yang paling mendasar adalali 

[iielakiikan peiiydidikaii. penyidikan terhadap lindak pidana klinsiis yaiin Tindak 

Pidana Korupsi jairg terjadi di masyarakat. Pcjiyclidikan menurut Pasal 1 butir 5 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah scrangkaian tindakan 

penyelidik unluk mencari dan menemukan sualu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur undang-undang. 

Pengcrtian penyelidikan dimual pada Pasal 1 butir S KUHAP yang 

berbunyi : 

"Penyelidikan adalah scrangkaian tindakan pcnvclidik iinliik mencari dan 

menemukan peri.sliwa yang diduga sebagai lindak pidana guna menemukan dapat 
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atau tidaknya dilakukan penyidikan niemirut cara yang diatur daiam undang-

undang ini". 

Setelah adanya data awal sebagai bukti permulaan yang cukup maka 

dilcrbitkan Surat Perintah Penyelidikan untuk mengelahui ada atau tidaknya 

tindak pidana korupsi, namun demikian dengan diterbilkan surat perintah 

penyelidikan. banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana 

korupsi. Hal demikian merupakan suatu kekeliruan karena adakalanya tidak 

dipcroleh bukli permulaan yang cukup. 

Jika tidak dipcroleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan 

tersebut tidak dilanjutkan. Sedang jika ditcmukan bukti permulaan yang cukup, 

maka penyelidikan dilingkatkan ke tahap penyidikan, dan .selanjulnya dilcrbitkan 

Surat Perintah Penyidikan. 

Pengertian penyidikan menurut Pasiil I angka 2 Kitab Undang- IJndung 

Ihikiiiii Acara Pid.in.i (Kl 'HAP) adalah "serangkaian lindakan penyidikan datam 

hal dan menurut cam yang diatur daiam undang-undang ini untuk mencari serta 

mcngumpulkan alal bukti yang dapat memhiial lerang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya". 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka 

daiam suatu peristiwa. tericbih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut 

merupakan peristiwa hukum yang didalamya terdapat unsur-iiiisur tindak pidana. 

Apabila ternyala daiam penyelidikan dipcroleh keterangaii hahwa peristiwa 

tersebut mengandung unsur lindak pidana. maka akan ditindak innjuti oleh jaksa 

pada tahap penyidikan. 



25 

Penyidik dalani Tindak Pidana Korupsi pcrtama kali ditangani olch 

penyidik Kejaksiian maupun oleh Penyidik Polri. Daiam tindak pidana khusus, 

jaksa bcrpcran sebagai penyidik. Dasar hukum yang mcmberikan kewenangan 

penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat ( I ) 

huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: 

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. 

Berdasarkan pasal terscbut maka tindak pidana korupsi adalah tindak 

pidana khusus daiam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan 

khusus acara pidana. Dengan demikian. Lembaga Kejaksaan berwenang 

melakukan penyidikan. 

Tindak pidana yang nicmuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu 

di^cbul tindak pidana kliusus. Tindak pidana kiiiiip.sl berdasaikan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang I'crubahan Atas Undang-Undang Nt) .31 

Tahun 1999 I'cntang ['cmberanta.san Tindak Pidana Korupsi mcmuat ketenluan 

khusus acara pidana antara lain: 

1) lersangka wajib memberi kelerangan tentang seluruh harta 

bendakorporasi yang diketahuinya (l*a.sal 28). 

2) Terdakwa mempunyai hak unluk mciiibuKtikan bahwa ia tidak 

bcrsalalHPasal 37). 
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3) Daiam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di 

sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa 

dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38). 

Penjelasan resmi pasal di alas dimaksudkan karena tindak pidana korupsi 

sulit pembuktiannya, seperti antara lain tindak pidana korupsi di bidang 

perbankkan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, industri, komoditi berjangka, 

bidang moneter dan keuangan yang: 

a. Bersifal sektoral 

b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih 

c. Dilakukan tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara 

ncgara sebagaimana yang tercantum daiam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolu.si dan Nepotisme. 

Selain daii Iiai-iial leiselnii di alas, deiiii legaknya liuKum dan lancariiya 

pembcrantasan lindak pidana korupsi, maka Kejaksaan jika tckahmenangani suatu 

kasus lindak pidana korupsi sebaiknya diteiiibusi dengan Surat Pcriiitah 

Penyelidikan alau i'cnyldikan kepada Kapolres dan atau Kapolda. 

Daiam Undang-Undang Kejaksaan tepatnya pada Pasal I butir I 

ditentukan bahwa : 

"Jaksa adalali pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang unluk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan 

pengadilan yang telah mcmperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang." 
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Hal terscbut juga di atur dalani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana yang kerap disebut dengan KUHAP yakni daiam 

Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Jo. Pasal 13 dengan begitu telah jelas bahwa 

penuntut umum sudah pasti adalah "seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu 

seorang penuntut umum". Bila melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa 

peran jaksa selaku penuntut umum daiam penegakan hukum tentu berada daiam 

koridor tindakan penuntutan. 

Di daiam Pasal 13 KUHAP merumuskan bahwa penuntut umum adalah 

Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Adapun wewenang 

Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah : 

1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 
alau penibantu penyidik. 

2) Mengadakan prapenunlutan apabila ada kckurangan pada penyidikan 
dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberi 
pctunjuk daiam rangka mcnycmpumakan penyidikan dari penyidik. 

31 Memberikan pcrpanjangan penahanan, melakukan penahanan alau 
penahanan lanjntan dan atau mcnguhah statu.; lalianaii sctdali 
perkaranya dilimpalikari oleh penyidik. 

4) Mombiiat sural dakwaan. 
5) Meiimpalikan perkara ke pcngadilan. 
6) Menyampaikaii pcmberilahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan 

waktu perkara disidangkan yang disertai sural paiiggilan, baik kepada 
terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang 
teliUiditcntukan. 

7) Melakukan penuntutan. 
8) Menutup perkara demi kepentingan hukum. 
9) Mengadakan |Krkaru demi kepeiilinguii hukum. 
10) Mengadakan tindakan lain daiam lingkup lugas dan tanggung 

jawabsebagai penuntut umum mcnurul Undang-Undang 
11) Melaksanakan penetapan hakim. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa penuntut umum 

Ibmhim Meytii, SH pada hari rabu langgal 31 Agustus 2016 Pukul. 10.00 Wib di 

kantor Kejaksaan Negeri Kola Paiembang, menjclaskan: 
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"bahwa hal-hal yang diatur daiam bidang pcnuntulan adalah cara-cara 
yang harus ditempuh daiam menegakkan ketertiban umum daiam 
masyarakai, sckaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tlap individu baik 
yang menjadi korban maupun pelaku. Unluk mengungkap materi bidang 
penuntutan tidak akan lengkap dan sempuma bilamana tidak mcmperoleh 
pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan 
penunlutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan atau 
penyidikan tambahan" . 

Responden menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Jaksa daiam 

melakukan upaya penuntutan, bahwa pada umumnya pertimbangan Jaksa 

penuntut umum meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Dasar 

pertimbangan secara obyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada 

undang-undang. sedangkan dasar pertimbangan secaia subyektif adalah 

pertimbangan yang berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang Jaksa 

untuk melakukan pcnuntulan demi mencemiinkan keadilan. 

Dalarn nicmbuat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa jika dilihat 

dari penm "potcnsi/kediidiikan" korban, maka seorang jaksa harus berhati-hati 

karena .seorang jaksa harns bisa menilai dengan bcnar balnva korban maupun 

pelaku memiliki hubungan yang fungsional daiam terjadinya suatu kejahatan atau 

bisa dikatakan korban pada saal ilu memiliki faktor pendukung atau dengan sikap 

dan perbuatan korban dapat memicu teijadinya sualu tindak pidana. 

Daiam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima 

berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah 

berkas perkara tersebut memenuhi syarat unluk dapat atau tidak dilimpahkaii ke 

Pengadilan. Ada dua kemungkiiian yang dapat dilakukan oleh Penuntut umum 

Wawanciira penulis dengan Jaksa Penunlul Umum Ibrahim Meydi, S l l , pada hari Kabu 
tanggal 31 Agustus 2016. 
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terhadap berkas perkara tersebut, yaitu melakukan pcnunluUm atau menghentikan 

penuntutan-penuntutan daiam hal ini dapat dilakukan, jika berkas perkara yang 

diajukan oleh penyidik dipandang sudah lengkap dan perkara tersebut dapat 

dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut 

Umum membuat surat dakwaan. 

Pada tahap penuntutan, pada umumnya telah ditunjuk Penuntut Umum 

(PU) dan Penuntut Umum Pcngganti. Masih sering terjadi bahwa Penuntut Umum 

dengan Penuntut Umum Pengganti, tidak terpadu, hal demikian harus dicegah. 

Penuntut Umum dengan Penuntut Umum Pengganti harus saling isi mengisi 

sehingga kelalalan daiam penanganan perkara tersebut dapat dicegah. 

Penuntut Umum bersama Penuntut Umum Pengganti melakukan 

penelitian dengan cermat. Khususnya terhadap semua unsur tindak pidana yang 

akan didakwakan, apakah telah didukung alat-alat bukti, serta syarat formit yang 

lieilaku. Jika iiu'iiiirul pcndapalnya masih ada kckurangan maka dapat dilcngkapi 

scr.diri atau dikcmbalikan kepada penyidik unluk dilcngkapi. 

Jika seiclah diadakan penyempiiniaan temyata ada unsur yang tidak 

terbukti atau ada hal-hal yang menunjukkan bahwa tersangkanya tidak dapat 

dipersalahkan maka diterbilkan Surat Kelelapan Pemberhentian penuntutan 

(SKPP), 

Akhir-akhir ini terdapat perma.salahan tentang pciicabutan SP3/SKPP 

karena tidak diatur daiam KUHP sehingga ada yang berpendapatbahwa SKPP 

tidak dapat dicabiil dengan ala.san bahwa pencabutan lersebuttidak diatur daiam 
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KUHP. Alasan terscbut, tidak cukup kuat karena baik SKPI' belum merupakan 

hasil pemeriksaan persidangan sehingga perbuatan lersangka belum diadili. 

Sebelum membuat surat dakwaan, Penuntut Umum meneliti berkas 

perkara dari Penyidik, bila berkas perkara belum lengkap Penuntut Umum 

mengembaiikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilcngkapi, disertai 

dengan petunjuk-pctunjuk. 

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) 

KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut 

yakni: 

1. Mcmpclajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada 
tcLsangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat 
pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah matcri perkaranya. 

2. Mencliti adalah apakah semua persyaratan formal telali dipenuhi olcli 
penyidik daiam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal idenlilas 
tersangka, locus dan tempiis tindak pidana serta kelengkapan adminislrasi 
semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan. 

3. Mengadakan Prapenuntulaii sesuai pasal 14 huruf b KUHAP dengan 
mcmpcrli.ilik.in kclenluau l\isal 110 ayal (3) dan (4) seria keieimiaii Pasal 
138 ayat (!) dajt (2) KUHAP. Apabila penuntut iinuiiii berpendapat baliwa 
hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera 
mengembaiikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai peliinjuk unluk 
diietigkapi (I '-I9). Daiam hal ini penyidik wajib segera melakukan 
periyidikii!! tambalian sebagaimana peUuijuk penuntut luiiiim tersebut sesuai 
Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP. 

4. Bila berkas perkara telah dilcngkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut 
ketentuan ]*a.sal 139 KUHAP. penuntut umum segera menentukan sikap 
apakah suatu berkas perkara terscbut telah memenuhi persyaratan atau tidak 
unluk dilimpahkan ke pengadilan (P-21). 

5. Mengadakan tindakan lain daiam lingkup tuga.s dan tanggung jawab selaku 
penuntut umum sesuai Pasal 14 hurul l KUHAI'. Menurut Penjelasan pa.sal 
tersebut yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah antara lain mencliti 
idciilita.s lersangka. barang bukti dengan melihat sccara tegas batas 
wewenang d;m fungsi antara penyidik. penuntut umum dan pengadilan. 

6. Berda-sarkan Pasal 140 ayat ( I ) KUHAP. pemintiil umum berpendapat 
bahwa dan basil penyelidikan dapal dilakukan peiuiiuiilan. maka 
penuntutan umum sccepatnya membuat sural dakwaan untuk segera 
melimpahkan perkara terscbut ke pengadilan untuk diadili. 
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7. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) h*.itur b KUHAP, penuntut umum menerima 
penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang 
bukti.'" 

Seorang jaksa (Penuntut Umum) memberikan tuntutannya berdasarkan 

hasil pcnelitian terhadap berkas perkara yang telah di teliti. Berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan Jaksa penuntut umum Ibrahim Mcydi SH, pada hari 

rabu tanggal 31 Agustus 2016 Pukul. 10.00 Wib di kantor Kejaksaan Negeri Kota 

Paiembang. mengatakan: 

"bahwa pertimbangan penuntut umum terhadap tuntutannya alas 
lersangka atau terdakwa daiam perkara korupsi, memberikan kelerangan 
yang tidak bertelc-tele, bersifal kooperatif, serta temiasuk juga telah bersedia 
melakukan penggantian kerugian negara. berdasarkan rencana penuntutan 
oleh Jak.sa (Penuntut Umum) yang telah diajukan kepada kepala Kejaksaan 
Negeri dan bila dipandang penting kepada Kejaksaan I inggi dan Kejaksaan 
Agung dan telah memenuhi unsur dari pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang. 
R! Nomor: 3! Taliun 1999 tentang Peinberantason Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 
2001. Jaksa (Penuntut Umum) diberikan wewenang untuk mengajukan 
tiinlutan sesuai dengan Pasal 37 dan Pa.sal 38 pcraliiran Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor : Pi':R-036/A/.IA/09/20l 1 tentang standar 
Opeiasional rnisedur"". 

Bila dilihat dari pcmbahasan diatas, pertimbangan rencana penuntutan 

olch Peminlut Umum datam menentukan beral dan alau ringannya sanksi 

terhadap pelaku lindak pidana korupsi di dasarkan pada pertimbangan sccara 

obyektif maupun subyektif. yailu berdasarkan ketentuan hukum (undang-

undang). alat-alat bukti, mendapatkan masukan dan atasannya dan pada perasaan 

hati nurani setirang jaksa demi suatu keadilan. 

'"http://niinsiiiu,l)l(»gsp<)t.co,id.'20l l/07/peran-jaksa-penuntiil-iimum-(iiil;mi.hIiiil 
" Wawancara penulis dengan Jaksa Penunlul llniutn Ibrahim MeyJi, S l l . pada hari Kabu 

t a n ^ a l J I Agustus2016. 

http://niinsiiiu,l)l(%c2%bbgsp%3c)t.co,id.'20l
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B. Tanggung Jawab Penuntut Umum daiam Matcri Pembuktian Tuntutan 

terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Ncgeri Paiembang 

Dalani kamus hukum istilah "aemsprakelijk"^ artinya tanggung jawab 

menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Dengan demikian, 

"tanggung jawab jabatan adalah tanggungjawab mcnurul hukum yang dibebankan 

kepada negara atau pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan. 

Tanggungjawab pidana adalah tanggungjawab menurut hukum yang dibcbankan 

kepada seseorang alas kesalahan alau akibat perbuatannya secara pribadi"'^. 

Ketika pemeriksaan pendahuluan sclcsai, maka untuk selanjutnya adalah 

tahapan penuntutan. Tahapan ini merupakan rangkaian daiam penyelesaian 

perkara pidana sebelum hakim memeriksanya di sidang pengadilan. 

Pengcrtian penuntutan daiam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana dapat dilihat daiam Pasal I butir (7) yang menyebutkan: 

"Penuntutan adalah llndakaJi penunlul uumiii iiiUuk iiieliiiipulikan perkara 

pidana kc pcngadilan ncgeri yang berwenang daiam halmcnurut cara yang diatur 

daiam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim 

disidang pengadilan". 

Dalani melimpahkan perkara ilu lidak sekedar membawa perkara 

kepengadilan lapi ada beberapa hal yang dilakukan sebelum perkara ilu 

disampaikan kepengadilan. Sebelum jaksa melimpahkan perkara pidana 

''Kayaniildin Hasibuan, Jumal Hukum Tinjaiian Terhadap Peritmhan^tm Hakim Tialnm 
Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Daiam Penyaiahgunaan H'eHvriang Daiam Jahatati.. 
Universitas Sumaicra Ulara,2(ll.5, him 18. 
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kepengadilan dan kemudian melakukan penuntutan, ia wajib mengambil langkah-

langkah yang terdapat pada I'asal 14 KUHAP seperti: 

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 
pcmbanlu penyidik. 

b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kckurangan pada penyidikan 
dengang memperhatikan pasalllO ayat (3) dan (4), dengan memberikan 
petunjuk daiam rangka mcnyempumakan penyidikan dari penyidik. 

c. Memberikan pcrpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan alau mengubah status tahanan setelah perkaranya 
dilimpahkan oleh penyidik. 

d. Membuat surat dakwaan. 
e. Melimpahkan perkara kepegadilan. 
f. Menyampaikan pcmberilahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 

persidangan dengan disertai panggilan, baik kepada tedakwa maupun 
saksi-saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. 

g. Melakukan penuntutan. 
h. Menutup perkara demi kepentingeui hukum. 
i . Mengadakan perkara demi kepentingan hukum 

j . Melakukan tindakan lain daiam ruang lingkup dan tanggungjawab sebagi 
penuntut umum menurut undang- undang. 

k. Melaksanakan penetapan hakim. 

Sehubungan dengan kedudukannya sebagai penunlul umum daiam 

pcikara piJan.i. mak.i peiuinlul umum lidak boleli (dikuang) berleniii dan 

berhubungan dengan terdakwa di luar sidang pengadilan. Sehingga apa yang 

dilakukan oleh penuiiiul umum terhadap suatu perkara yang ditanganinnya sangat 

bergantung pada apa yang ada daiam berkas perkaranya yang dilerimanya dari 

penyidik dan tiikta yang terungkap di persidangan di pengadilan. Dengan 

demikian jika ternyala terdapat kekeliruan daiam pemeriksaan yang dilakukunnya. 

maka penuntut umum yang harus mempertanggugjawahkannya ha! tersebut diatur 

daiam Pasal 37 dan Pasal 38 peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 

PnR-036/A/JA/09/2011 tentang standar Operasioiial Prosedur. 
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Untuk menghindari adanya kekeliruan pada tingkat pemeriksaan maka 

perlu bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengelahui sccara jelas semua pekerjaan 

yang dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga akhir. 

Hal ini penting mengingat Jaksa Penuntut Umumlah yang 

mempertanggun^awabkan semua perlakuan terhadap terdakwa. di mulai di tahap 

penyidikan, kemudian diperiksa perkaranya, ditahan dan akhimya sampai dengan 

kepada tahapan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Kejaksaan R.I adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan 

undang-undang, Sebagai badan yang berwenang daiam penegakan hukum dan 

keadilan, Kejaksaan dipirnpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bcrtaggung 

jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung. KejaLsaan Tinggi, dan Kejaksaan 

Negeri merupakan kekuasaan ncgara khususnya dibidang penuntutan, di mana 

.semuanya inempakari salii kesaluaii yang ululi dan lidak dapal dipisahkan (i'li I'cn 

(mdclkaarj. 

Mcnumi Undaiig-Uiuiang Nomor 16 Tahun 2004 tcnlang Kejaksaan 

Republik Indonesia, daiam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penunlutan 

harus melaksanakan ftmgsi, tugas. dan wewenangnya. secara merdeka, terlepas 

dan penganih kekiiasiian pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainya. 

Daiam [iienialaiikan lugas dan wewenangnya. Kejaksaan berada pada 

posisi sentral dengan peran strategis daiam pemantapan ketahanaii bangsa, karena 

Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses 

pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan 
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pcngadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pcngendali proses perkara 

(dominus litis), karena hanya institusi K^ijaksaan yang dapat menentukan apakah 

suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat 

bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. 

"Daiam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa 
khusus dapat bertindak baik di daiam maupun di luar pengadilan untuk dan 
atas nama ncgara atau pemerintah, adapun yang dapat dilakukan jaksa daiam 
bidang ini antara lain melakukan penegakan hukum; bantuan hukum sebagai 
jaksa pengacara ncgara; melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat; 
memberikan perlimbangan hukum kepada lembaga pemerintah; dan 
melakukan tindakan hukum lain. Sedang daiam bidang ketertiban dan 
ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan 
kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kcpercayaan yang 
dapat membahayakan masyarakat dan negara; pcncegahan penyaiahgunaan 
dan alau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik 
kriminal"." 

Sedangkan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum daiam poses 

penuntutan antara lain adalali sebagai berikut: 

a Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahknn 
perkara kc Pengadilan Ncgeri dengan permintaan agar segera mcngadiii 
perkara tersebut disertai dengan sural dakwaan. 

b. Melakukan pembuktianatas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat 
bukli yang sah sebagaimana I'asal 184 ayat (!) KUHAP, daiam hal itu 
peimtilut uniLini berkewajiban mengliadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, 
ahli serta barang bukli di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan. 

c. Berda.sa'-kan Pasal 182 ayat (1) huruf a, setelah pemeriksaan dinyalakan 
selesai penuntut umum Mengajukan tuntutan pidana. meskipun scbenamya 
yang lebiii lepal yang diajukan adalah tuntutan (requisiloir).karena tidak 
iiienulup peluang selain dari luntulan pidana alas diri terdakwa, penuntut 
umum dapat menuntul bebas diri terdakwa. 

d. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang 
sah majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan tcrdakwalah yang hersalah melakukannya, maka majelis hakim 
inenjaluhkan pulu.san. dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian 
menerima. putusan tersebut kcmudian berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

"hltp://minsaiu.blogspot.a).id/20n/07/pcran-jaksa-penuntut-umum-daliim.html 
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maka berdasarkan Pasal 270'KUHAP. jaksa melaksanakan pulusan (eksekusi) 
tersebut. 

e. Terkait poin d tersebut di atas. apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak 
menerima putusan terschiil maka terdakwa maupun penuntut umum dapat 
melakukan upaya hukum. upaya hukum banding berdasarkan Pasal 233 
KUHAP, dan atau upaya hukum ka.sa.si berdasarkan Pa.sal 244 KUHAP. 

f. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP. penuntut 
umum dapat memutuskan unluk menghentikan penuntutan dengan 
mengelarkan SKPP (Surat Ketetapan Peghentian Penunlutan) dikarenakan 
alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan 
merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. SKPP tersebut 
dibcritahukan kepada tersangka dan apabila ditahan tersangka harus segera 
dikeluarkan. Turunan surat tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau 
keluarganya, penaschat hukum, pejabat RUTAN, penyidik dan hakim. Bila 
kemudian dilemukan alasan baru, penuntut umum dapat mcnuntut tersangka, 
alasan baru tersebut adalah novum (bukti baru).''* 

Bahwa selain tindakan-tlndakan tersebut. Jaksa Agung secara khusus 

mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan 

penegakan hukum dan keadilan dalani ruang lingkup lugas dan wewenang 

kejaksaan; niengefektilkaii proses penegakan hukum yang diberikan olch undang-

imdang: meiigesainpingkan perkara dcnii kepentingan umum; mengajukan kasasi 

demi kepentingan hukum kepada Malikamah Aguiig daiam perkara pidana. 

perdata, dan lata usaha negara. 

Bila melihat uraian yang telali digambarkan di atas, semua tindakati-

tindukan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum haik daiam proses pra 

penuntutan maupun penuntutan sesungguhnya dilakukan alas dasar keadilan dan 

kelx-'naran bcrda-sarkan Keluhanaii Yang Maha Hsa, I'enegakaii hukum demi 

keadilan terscbut tentu juga mencakup adil bagi terdakwa. adil bagi masvarakal 

yang terkena dampak akibat perbuatan terdakwa dan adil di mala hukum. dengan 

begitu dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh jaksa pemiiitui iimiim dalani 

'^hltp://niinsatu.blogspol.co.id/201 l/07/pcran-jaksa-penunlut-umum-dajam.hlml 

http://ka.sa.si
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rangka penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum yakni kcpastian 

hukum, menjembalani rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bag! para pencari 

keadilan. 

Penghcntian penuntutan dapat terjadi, daiam hal Penuntut Umum 

berpendapat bahwa : 

a. Tidak cukupnya bukti daiam perkara tersebut 

b. Peristiwa terscbut tcrnyata bukan merupakan tindak pidana 

c. Perkara ditutup demi hukum 

Penghcntian penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum dengan 

membuat sural penetapan penghcntian penuntutan. Daiam hal penuntutan 

dihentikan, maka bagi terdakwa yang berada daiam tahanan hams dibcbaskan, 

jika kemudian ada alasan baru yang dipcroleh penuntutan umum dari penyidik, 

yang berasal dari kelerangan saksi, benda atau petunjuk, maka tidak menutup 

keinungkinan untuk melakukan penuntutan. 

Meskipun perbuatan terdakwa tidak didukung oleh bukti yang cukup atnu 

perbuatan tersebut tidak dapat dipcrsalalikan padaiiya. tetapi Penuntut Umum 

tidak menerbitkan SKPP melainkan diajukan ke pengadilan dengan maksud akan 

dttuntul bebas. Penuntutan bebas oleh Penuntut Umum sering dilafsirkan kurang 

lepal. Pendapal tersebut tidak beialasan karena i'cnuiilut Umum mengajukan 

lunlulannya berda.sarkan pemeriksaan persidangan demi menegakkan keadilan 

berdasarkan kebenaran. 

liintutan bebas yang tliajiikan I'cnunlul Umum tidak dapat diterima 

masyarakai disebabkan antara lain masyarakat telah cenderung bahwa .seorang 
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yang dituduh korupsi adalah-bcnar. Selain daripada itu masyarakat dcndam 

terhadap konipsi yang dianggap telah merugikan masyarakat. 

Untuk tanggung jawab Penunlul Umum daiam materi pembuktian 

tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, jaksa (Penuntut Umum) Ibrahim 

Meydi, SH.. pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 Pukul. 10.00 Wib di kantor 

Kejak-saan Negeri Kota Paiembang mengatakan : 

"berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang ada pada persidangan, oleh 
karena iu tanggung jawab jaksa (Penuntut Umum) terhadap tuntutannya 
sebatas dan berdasarkan pada pcmbuklian dan fakta-lakia yang dilemui di 
persidangan. baik atas pertimbangan sccara obyektif maupun subyektif. Jika 
temyata tidak terbukti, maka hakim dapat memberikan putusan yang berbcda 
dari tuntutan jaksa dan selanjutnya bila jaksa (Penuntut t Imum) merasa tidak 
scpendapat maka ia dapat melakukan upaya hukum"". 

" Wawanciira penulis dengan Jaksa I'cnunlul Umum Ibrahim Mcydi. SH, pada hari Rabu 
langgal 31 Agustus 2UI6 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pcmbahasan di atas maka penulis mencoba 

mcmberikan suatu kesimpulan sebagai berikut; 

1. Pertimbangan rencana penuntutan oleh Penuntut Umum daiam 

menentukan berat dan atau ringannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi di Kejaksaan Negeri Paiembang adalah : 

- mcmberikan tuntutannya berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas 

perkara yang telah diteliti serta fakta-fakta yang dipcroleh di persidangan 

dan telah memenuhi unsur dari pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undangt. 

No : 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. 

- didasarkan pada pertimbangan sccara obyektif maupun subyektif yaitu 

befda.sarkan keieiituan hukum (undang-undang) dan pada perasaan hail 

nurani seorang jaksa demi sualu keadilan. 

- terdakwa bcrsifat kooperatif, tidak bertele-lele daiam memberikan 

kelerangan. 

- pendapal dan masukan dari ata.samiya. 

2. langgung jawab I'enunlut Umum daiam malcri pembuktian luntulan 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paiembang 

adalah : sebatas dan berdasarkan pada pembuktian scrta fakta-fakta yang 

39 
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diteniukaii di persidangan baik didasarkan atas perlimbangan secara 

obyekli maupun subyektif. 

B. Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan anlara lain adalah : untu lebih 

meningkatkan kinerja dan lebih bersinergi dengan aparatur dan instansi negara 

lainnya dalani upaya mencegah dan memberantas perbuatan tindakan korupsi 

yang dapat dilakukan olch oknum-oknum pejabat negara maupun masyarakat 

pada umumnya. Dengan demikian diharapkan keadilan, kemakmuran bagi 

masyarakat dan bangsa ini dapat tercapai dan lebih terjamin seperti yang dicita-

citakan oleh tokoh-tokoh dan pendiri negara berdasarkan pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 
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